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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG

KABUPATEN PONOROGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
ditujukan wuntuk dapat menyelenggarakan kemanfaatan
umum dan memberikan manfaat bagi perekonomian di
daerah;

bahwa salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
ada di Kabupaten Ponorogo adalah Perusahaan Umum
Daerah Sari Gunung yang telah diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2020, dengan
memiliki tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang
dimiliki Kabupaten Ponorogo, secara tepat guna;

bahwa dalam rangka untuk melakukan penganekaan usaha
(diversifikasi) dari Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung
Kabupaten Ponorogo dengan tujuan untuk memperluas
jangkauan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi
daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,
perlu melakukan penyesuaian dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung
Kabupaten Ponorogo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan
Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 596);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 700);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada
Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015
Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH SARI GUNUNG KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum
Daerah Sari Gunung (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 7 huruf b, huruf ¢ dan huruf d diubah,
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Sari Gunung adalah :

a.

b.

e.
f.

mengelola potensi Daerah berdasarkan tata kelola
perusahaan yang baik;

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi
pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola
perusahaan yang baik;

penyediaan bahan untuk mendudukung pelaksanaan
pembangunan;

memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah;

peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

Jenis usaha Perumda Sari Gunung dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
meliputi:

I

pertanian, kehutanan dan perikanan;

pertambangan dan penggalian;

pengolahan industri;

pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
perdagangan besar dan eceran;

real estate; dan

kesenian, hiburan dan rekreasi.
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3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

(1) Modal Perumda Sari Gunung merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan yang dialokasikan dalam APBD
dan tidak terbagi atas saham sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Modal dasar Perumda Sari Gunung ditetapkan sebesar
Rp10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah).

(3) Modal yang telah disetor sebesar Rp 2.452.437.440,04
(dua miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus
tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah
koma nol empat sen).

(4) Perubahan terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan modal disetor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Besaran penggunaan laba Perumda Sari Gunung
ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Sari
Gunung untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan
kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha
perintisan Perumda Sari Gunung setelah dana cadangan
dipenuhi.

(3) Penggunaan laba Perumda Sari Gunung diatur dalam
anggaran dasar.

(4) Perumda Sari Gunung wajib menyisihkan jumlah tertentu
dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(5) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
modal Perumda Sari Gunung.

(6) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berlaku apabila Perumda Sari
Gunung mempunyai saldo laba yang positif.

(7) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh
persen) dari modal Perumda Sari Gunung hanya dapat
digunakan wuntuk menutup kerugian Perumda Sari
Gunung.

(8) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan
dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan
Perumda Sari Gunung.



-6-

(9) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang
baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(10) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 3 (tiga) bab, yaitu
BAB VIIIA, BAB VIIIB dan BAB VIIC, dan diantara
Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal
65A sampai dengan Pasal 65G, yang berbunyi sebagai
berikut :

BAB VIIIA
ANAK PERUSAHAAN PERUMDA SARI GUNUNG

Pasal 65A

(1) Perumda Sari Gunung dapat membentuk anak
perusahaan.

(2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Sari
Gunung dapat bermitra dengan :

a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah lain; dan/atau

b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memenuhi syarat :

a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit
kantor akuntan publik dengan hasil opini paling
rendah setara wajar dengan pengecualian;

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh
kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan

d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang
secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh
lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai
kesepakatan dari modal dasar.

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a. disetujui oleh KPM;

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen)
dan sebagai pemegang saham pengendali;

c. laporan keuangan Perumda Sari Gunung 3 (tiga) tahun
terakhir dalam keadaaan sehat; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
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BAB VIIIB
PENUGASAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI
DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUMDA SARI GUNUNG

Pasal 65B

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada
Perumda Sari Gunung untuk mendukung perekonomian
Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum
tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan
Perumda Sari Gunung.

Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Sari
Gunung sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.

Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didukung dengan pendanaan.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa:

a. penyertaan modal daerah;

b. subsidi;
c. pemberian pinjamaan; dan/atau
d. hibah.

Perumda Sari Gunung yang melaksanakan penugasan
harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan
mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam
rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Setelah  pelaksanaan  penugasan, Direktur wajib
memberikan laporan kepada KPM.

Penugasan dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIIC
EVALUASI, RESTRUKTURISASI PERUBAHAN
BENTUK HUKUM PERUMDA SARI GUNUNG

Bagian Kesatu
Evaluasi Perumda Sari Gunung

Pasal 65C

Evaluasi Perumda Sari Gunung dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi.

Evaluasi Perumda Sari Gunung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun sekali.
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(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh :

a. Perumda Sari Gunung;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya meliputi :
a. penilaian kinerja;
b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.

Pasal 65D

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja
Perumda Sari Gunung.

(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh
Perumda Sari Gunung dan disampaikan kepada KPM.

(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Sari Gunung
menjadi dasar evaluasi Perumda Sari Gunung.

(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan
kepada Menteri.

(5) Selain penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), juga dilaksanakan Evaluasi BUMD yang
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan
realisasi.

(6) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan
oleh:
a. BUMD;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
(8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekurang
kurangnya meliputi:
a. penilaian kinerja;
b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi Perumda Sari Gunung

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 65E

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk
menyehatkan Perumda Sari Gunung agar dapat beroperasi
secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
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Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk :

a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Sari Gunung;

b. memberi manfaat berupa dividen dan pajak kepada
negara dan Daerah; dan/atau

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang
kompetitif kepada konsumen.

Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Sari Gunung
sesuai ketentuan apabila terus menerus mengalami
kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan
usaha Perumda Sari Gunung.

Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan
efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 65F

Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau
Restrukturisasi perusahaan.

Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan meliputi :

a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan,
manajemen, operasional, sistem dan prosedur

b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah
Daerah dan Perumda Sari Gunung untuk menetapkan

arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan
publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur
dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum Perumda Sari Gunung

Pasal 65G

Perumda Sari Gunung dapat melakukan perubahan
bentuk hukum.

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Sari
Gunung dan Restrukturisasi.

Perubahan bentuk hukum Perumda Sari Gunung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 08 Juli 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO
Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 08-07-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 82 - 3/2024

engan aslinya

\ N HUKUM
DAERAH




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG KABUPATEN PONOROGO

UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kekuasaan pemerintah
diuraikan dalam berbagai unsur pemerintahan dan dilaksanakan
berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pemerintahan
Absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan unsur Pemerintahan Umum.
Urusan pemerintahan yang urusannya dibagi dengan Pemerintahan daerah
adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren
yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah
terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintah yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki daerah. Yang dimaksud dengan potensi daerah tersebut
adalah ketersediaan sumber daya di daerah yang telah dan yang akan
dikelola memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan di
Kabupaten Ponorogo adalah pertanian, kehutanan dan perikanan,
pertambangan dan penggalian, pengolahan industri, pengadaan listrik, gas,
uap/air panas dan udara dingin, perdagangan besar dan eceran, real estate
dan kesenian, hiburan dan rekreasi. Berbagai jenis usaha tersebut bilamana
dikelola dengan baik diharapkan akan mendorong perkembangan daerah,
penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan
memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Selama ini Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung telah
menjalankan usaha di bidang pertambangan dan jasa peledakan, yaitu unit
pertambangan batu kapur, andesit dan bahan galian golongan C dan unit
jasa peledakan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Pasal 8
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah
Sari Gunung Kabupaten Ponorogo, yang mengatur tentang jenis usaha
Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung.
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Seiring dengan berbagai perkembangan dan peluang bisnis yang
menguntungkan Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung akan
mengembangkan unit usaha, yaitu selain usaha pertambangan dan jasa
peledakan juga jasa pariwisata, pertanian dan peternakan, pengelolaan pasar
daerah, perdagangan barang dan jasa serta usaha lainnya yang sah dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan jenis
usaha ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 8
Huruf a

Yang dimaksud dengan pertanian, kehutanan dan
perikanan ini mencakup semua kegiatan
ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian
tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan,
pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya
ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang
masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
Huruf b

Yang dimaksud dengan pertambangan dan penggalian ini
mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha
pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat
(batu bara, batu kapur dan bijih logam), cair (minyak
bumi), gas (gas alam dan panas bumi), ataupun
pertambangan dan penggalian lainnya. Kegiatan ini dapat
dilakukan dengan metode yang Dberbeda seperti
pertambangan dan penggalian di permukaan tanah atau
dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan,
penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini
juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan
barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan
seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan,
pengeringan, sortasi bijih logam, pencairan gas alam dan
aglomerasi bahan bakar padat, ataupun jasa peledakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengolahan Industri ini meliputi
kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan
secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen
menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan
berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan,
pertambangan atau penggalian seperti produk dari
kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan,
pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang
secara umum diperlakukan sebagai industri
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pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan
sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus
digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori
industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah
bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan,
kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang
dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut
dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan
dari pihak lain atas dasar kontrak.

Hurufd

Yang dimaksud dengan pengadaan listrik, gas, uap/air
panas dan wudara dingin ini mencakup kegiatan
ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas
alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui
jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen.
Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan
dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik,
gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam
lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini
juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik
dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan
menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup
pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata
udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk
kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya.
Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air
bersih dan pembuangan limbah /kotoran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perdagangan besar dan eceran ini
meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang
perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa
perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan
memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan
barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir
(perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap
akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini
juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.
Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan
kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti
penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang,
pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran
dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran
yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendingin
maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil
pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.
Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa
perubahan teknis) baik barang baru maupun barang
bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau
pengguna profesional, atau kepada pedagang besar
lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker
dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan
maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini
mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar,
yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak
atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang
grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi
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koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan
(tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unitunit
perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari
lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk
memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya
menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui
pengapalan langsung dari lokasi industri maupun
penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan,
pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul,
pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam
pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar
seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan
memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar,
membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang
menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi;
menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang
barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk
pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran
adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik
barang baru maupun bekas, utamanya kepada
masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan
perorangan maupun rumah tangga, melalui toko,
departement store, kios, mail-order houses, penjual dari
pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi,
rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya
pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang
yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer
bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar
konsinyasi atau komisi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan real estat ini mencakup kegiatan
orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara
dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan
real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti
jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen
pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini
bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain
yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau
kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang
disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan
bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola
bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa
tanah dan bangunan.

Huruf g

Angka 3
Pasal 9

Yang dimaksud dengan kesenian, hiburan dan rekreasi ini
mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi
kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi
masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung,
pengoperasian tempat bersejarah (perpustakaan, arsip,
Museum dan kegiatan budaya lainnya), aktivitas olahraga
dan rekreasi lainnya.

Cukup jelas.



Angka 4
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 65A
Cukup jelas.
Pasal 65B
Cukup jelas.
Pasal 65C
Cukup jelas.
Pasal 65D
Cukup jelas.
Pasal 65E
Cukup jelas.
Pasal 65F
Cukup jelas.
Pasal 65G
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 18.
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